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Abstrak
 

Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk pengaturan kuota sebelum

dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Kedua, implikasi

dari putusan MK tersebut terhadap jumlah perempuan di DPR dan Ketiga, bentuk pengaturan yang ideal

untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis

normatif.

Pembahasan dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2008 yang telah mengatur kuota perempuan dan sistem ziper sebagai pendukung pengaturan kuota

yaitu Pasal 214. Pada tahun 2008 putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut sehingga

menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh

pengaturan di dalam undang-undang, tetapi juga dapat ditingkatkan dengan pendidikan politik, pengaturan

internal partai politik, sistem pemilu yang digunakan, district magnitude dan party magnitude. Pengaturan

kuota sudah diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum namun

perlu pengaturan lebih lanjut yaitu di dalam Undang-Undang Dasar dan di dalam peraturan perundang-

undangan dengan menambahkan pengaturan kuota kursi di DPR serta pemberian sanksi.

......This study is based on three main issues, that is: First, how is the form of rule before and after the

decision issuance of the constitutional court number 22-24/PUU-VI/2008. Second, the implication of this

decision on the number of women in parliament, and the third, how is the form of the ideal rule to increase

number of women in parliament. The method of this study is yuridis normative.

The discussion starts from Law Number 12 year 2003 and Law Number 10 year 2008 that have regulated

about women quota and zyper system as supporting of this regulation that is article 214. In 2008,

Constitutional Court made decision to cancel this article hence the debate in some groups.

The result of this study shows that the number of women in parliament is not only influenced by quota

regulation but it can be increased by other ways such as: political education, internal regulation in politic

party, election system, district magnitude and party magnitude. Quota regulation has regulated in Law for

Politcal Party and Law for General Election, however this quota needs other regulation such as in

constitution and legislation by adding quota regulation in parliament and sanctions.
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